BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI—b
TAHUN ANGGARAN 2022 *

Menimbang

Mengingat

&

*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA

BUPATI TULUNGAG )

bahwa untuk me an ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomo un 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dae erlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang P ngjawaban Pelaksanaan Anggaran
Penda n Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
: 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
\ppublik Indonesia Tahun 1945;

: L
éﬁndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



o

N

o

T
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahanﬁdua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang
Pembentukan Peraturan P dang-Undangan
(Lembaran Negara Republik MSia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan % Negara Republik

Indonesia Nomor 6801)
Undang- Undang N Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Lembaran Negara Republik
Indonesia T 14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran % Republik Indonesia Nomor 5587),
lah diubah beberapa kali, terakhir
deqg ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

sebagai

an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Wegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Poli (Lembaran
*

Negara Republik Indonesia Tahun 2 omor 18,

Tambahan Lembaran Negara Blik Indonesia

Nomor 4972), sebagaimana tela% ah beberapa kali,
e

terakhir dengan Peraturan
2018 tentang Perubajm

h Nomor 1 Tahun

’s pdua atas Peraturan

Keuangan Kepad . Mai Politik (Lembaran Negara
Republik Indo@ hun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);

frintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Perat
kuntan31 Pemerintahan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Repu%lndomesia
Tahun 2017 Nomor 1067); \

Peraturan Menteri Dalam Negeri N 86 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitunga%ganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan agjaDaerah, dan Tertib

Administrasi Pengaju uran, dan Laporan

Pertanggungjawaba unaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Be @ \€gara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 6
Peraturan ri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tenta S nformasi Pemerintahan Daerah (Berita
Ne\épublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3

Seri A);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulu’ Qg Nomor
03 Tahun 2022 tentang Pe hen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daer Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten > ungagung Tahun

2022 Nomor 2 Seri A); Q

Dengan Persetu;j sama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D BUPATEN TULUNGAGUNG

Menetapkan :

o

Ny

BU&@%NQAGUNG
\9\ MEMUTUSKAN:

TURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
LAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan
keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

=

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

o o

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

e T ¢

Laporan Arus Kas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan.



Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.642.478.582.447,22
Belanja Rp. 2.495.191.263.569,23
¢. Tranfer Rp. 418.497.246.772,00
Surplus/Defisit Rp. (271.209.927.894,01)

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 782.262.732.342,38
- Pengeluaran Rp. 33.454.850.688,00
Pembiayaan Netto RD. X8.807.881.654,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPa). {Rp) 477.597.953.760.37

Pasal »
Uraian Laporan Realisasi Ang® ebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah seba@ ikut:
(1) Selisih anggaran den cdlisasi pendapatan sejumlah

Rp. 59.582.966 Y ngan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pe n Rp. 2.582.895.616.333,00

b. Realisasi tan Rp. 2.642.478.582.447,22
Selisi ; Rp. 59.582.966.114,22

(2) Selisih an dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 987.645,77) dengan perincian sebagai berikut :

a. ran Belanja Rp. 3.331.703.497.987,00
x lisasi Belanja Rp. 2.913.688.510.341,23
. elisih Kurang Rp. (418.014.987.645,77)

elisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.  477.597.953.759,99 dengan perincian sebagai berikut :

\ ‘ @ a. Anggaran Rp. (748.807.881.654,00)

b. Realisasi Rp. (271.209.927.894,01)
Selisih Lebih Rp. 477.597.953.759,99
Q (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
Sejumlah Rp.0,38 dengan perincian sebagai berikut :
a. Anggaran Rp. 782.262.732.342,00
b. Realisasi Rp. 782.262.732.342,38
Selisih Lebih Rp. 0,38
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayvaan
Sejumlah Rp.0,00 dengan perincian sebagai berikut :
a. Anggaran Rp. 33.454.850.688,00
b. Realisasi Rp. 33.454.850.688,00
Selisih Rp. 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pem biayaan netto sejumlah
Rp. 0,38 dengan perincian sebagai berikut :
a. Anggaran Rp. 748.807.881.654,00
b. Realisasi Rp. 748.807.881.654,38

Selisih Lebih Rp. 0,38
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Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember
Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 782.262.732.342,38
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp. (782.262.732.342,38)
¢. SisaLebih Penggunaan Anggaran Rp. 477.597.953.760,37

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. ’97953?’60,37
L 4
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaiman d1 d dalam Pasal 1
huruf ¢ untuk tahun yang e r sampai dengan 31
Desember Tahun 2022 seba, erikut :

a. Pendapatan Rp. 2.810.472.416.254,63
b. Beban Rp. 2.943.860.780.659,90
c. Surplus/Defisit dari ' Rp. (133.388.364.405,27)
d. Surplus/Defisit d '%nom Operasional Rp. (3.312.294.632,44)
e. Pos Luar Biasa, 6 Rp. (958.766.601,00)
f. Surplu @ Rp. (137.659.425.638,71)

Q Pasal 6
pc& erubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

’1 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2022

i @bagal berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 4.484.561.139.194,25

b. Surplus/ Defisit Laporan Operasional Rp. -137.659.425.638,71

¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ~ Rp. 595.758.845,10

d. Lain-lain Rp. 0,00

e. Fkuitas Akhir Rp.  4.347.497.472.400,64
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per

tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 4.393.120.892.237,25
b. Jumlah Kewajiban Rp. 45.623.419.836,61
¢. Jumlah ekuitas Rp. 4.347.497 472.400,64
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Pasal 8
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ]
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah Rp.  782.288.867.149,38

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 80.522.541.524,97
¢. Arus kas dari aktivitas investasi Rp.  (385.187.320.106,98)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. -
€. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 106.049,43
f. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah Rp.  477.624.194.616,80
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagajmn dimaksud

dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2 memuat

informasi baik secara kuantitatif maup @afitatif atas pos-
pos laporan keuangan. @

*
Pasal%

Pertanggungjawaban pel an APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal fantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagian t kan dari Peraturan Daerah ini
terdiri dari : g
a. pir: Q : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

6 Ringkasan Laporan Realisasi
0 Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan

6 organisasi;
Lampiran 1.2  Ringkasan APBD yang

diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Ringkasan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, dan
jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran 1.4 - Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II - Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;



¢. Lampiran III + Laporan Operasional

d. Lampiran IV - Laporan Perubahan Ekuitas

e. Lampiran V : Neraca

f.  Lampiran VI - Laporan Arus Kas

g Lampiran VII - Catatan atas Laporan Keuangan

h.  Lampiran VIII - Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i.  Lampiran IX - Daftar  rekapitulasi penyisihan
piutang tidak tertagih;

J-  Lampiran X - Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI - Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

l.  Lampiran XII © Daftar rekapitLan realisasi
penambahan dan pe angan aset
tetap daerah; ¢

m. Lampiran XIII : Daftar rekapi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar e&lasi konstruksi
dalam jJaan;

0  Lampiran XV T tulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI lana cadangan daerah:;

q. Lampiran XVII Jar kewajiban jangka pendek;

r.  Lampiran XVIII sftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan yang

Q belum diselesaikan sampai akhir

0 tahun dan dianggarkan kembali

\ dalam tahun anggaran berikutnya;
@am XX + Ikhtisar laporan keuangan Badan

6 . Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca)
% Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah;

Q ? Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Agu3gus 2023

.
_—BUPATI TULUNGANDNG, ¢—
| | A AR BIROWO
Diundangkan di Tulungagung \X2\ NN
stus 2023 AN - O 4
/NG 9640119 198508 1 003\0Q
Lembaran Daerah Kabupag lungagung
Tahun 2023 Nomor 1 eri
.
NOREG PERAT AERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 91-5/2023

R



